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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1) mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Kurir narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menguasai sabu, mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, serta memiliki kesengajaan untuk membawa atau menyerahkannya kepada pihak lain. Dengan demikian, alasan bahwa pelaku hanya sebagai kurir tidak menghapus pertanggungjawaban pidana selama unsur perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan unsur melawan hukum terpenuhi. 

2. Proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu di Polres Langkat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan laboratorium, serta penyusunan berkas perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, penyidikan tidak hanya berfokus pada penemuan barang bukti sabu, tetapi juga pada pembuktian hubungan antara tersangka dengan barang bukti, asal-usul sabu, tujuan pengantaran, pihak yang menyuruh, serta ada tidaknya imbalan. Hal tersebut dilakukan agar peran tersangka sebagai kurir dapat dibuktikan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. 

3. Konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu berdasarkan hasil penyidikan di Polres Langkat dibangun melalui keterkaitan antara barang bukti, keterangan tersangka, keterangan saksi, hasil laboratorium, serta petunjuk lain yang menunjukkan adanya penguasaan sabu secara tanpa hak. Dalam perkara ini, kurir dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah sabu, bersedia mengantarkan barang tersebut, dan memiliki hubungan faktual dengan barang bukti. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana kurir tidak hanya ditentukan dari statusnya sebagai pembawa barang, tetapi dari adanya kesengajaan, penguasaan nyata, serta perannya dalam mata rantai peredaran narkotika.
B. Saran

1. Penyidik Polres Langkat diharapkan lebih cermat dalam membedakan peran pelaku narkotika, khususnya antara pengguna, kurir, perantara, pengedar, dan pemilik barang. Hal ini penting agar penerapan pasal terhadap tersangka tidak hanya didasarkan pada ditemukannya barang bukti sabu, tetapi juga pada peran nyata pelaku, unsur kesengajaan, hubungan pelaku dengan barang bukti, serta keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. 

2. Penyidik perlu memperkuat proses pembuktian terhadap unsur pengetahuan dan kesengajaan kurir narkotika. Dalam praktiknya, banyak tersangka berdalih hanya disuruh membawa barang atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali lebih dalam melalui keterangan saksi, hasil pemeriksaan telepon genggam, riwayat komunikasi, petunjuk adanya imbalan, asal barang, tujuan pengantaran, serta hasil laboratorium agar konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara lebih kuat. 

3. Penyidik diharapkan terus meningkatkan ketelitian dalam administrasi penyidikan perkara narkotika, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara. Kelengkapan administrasi dan kesesuaian alat bukti sangat penting agar perkara kurir narkotika tidak hanya kuat pada tahap penyidikan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada tahap penuntutan dan persidangan. 
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